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LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4
Tahun 2022 tentang pengembangan desa
wisata. Dalam peraturan tersebut,
dijelaskan pentingnya peran pemerintah
dan masyarakat dalam pengembangan
wisata

Desa Kedungpandan sebagai Desa Wisata

Mandiri oleh Menteri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif (Menparekraf) serta

verifikasi Wisata Bahari Tlocor di Pesona

Indonesia sejak tahun 2022 dengan

klasifikasi maju. pariwisata memiliki

peluang yang sangat besar baik bagi negara

dan Masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun

2014 tentang otonomi desa. Otonomi

daerah merupakan wewenang dan hak

yang dimiliki pemerintah desa untuk

mengatur segala urusan

pemerintahannya.

Peran pemerintah desa dalam

pengembangan wisata memiliki 3

indikator yang dikemukakan oleh Pitana

dan Gayatri yakni:

1. Motivator

2. Fasilitator

3. Dinamisator
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Rekapitulasi Jumlah Wisatawan Bahari Tlocor pada tahun 2021-2023 (bulan juni)

Sumber: Diolah oleh Pemerintah Desa Kedungpandan, (2023)

TAHUN JUMLAH

2021 90.504 orang

2022 88.199 0rang

2023-Juni 40.492 orang 
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PERMASALAHAN 

Kedua
Wisata Bahari Tlocor belum 

memiliki surat kepemilikan terkait 

objek wisata. 

Ketiga

Wisata Bahari Tlocor belum 

memiliki cinderamata dengan ciri 

khas wilayahnya.  

Pertama 
Minimnya anggaran untuk

pembuatan spot foto sebagai icon 

wisata serta belum adanya arena 

outbound bagi anak-anak.  

Permasal

ahan 
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PENELITIAN TERDAHULU 

No Nama Penulis Judul Teori Hasil 

1

Susi Iswanti, 

Zulkarnaini

(2022) 

Peran Pemerintah Desa dalam

Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan

di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Penelitian ini menggunakan teori pitana

dan gayatri (2005) yang menyatakan

bahwa ada 3 indikator dalam

pengembangan pariwisata diantaranya

motivasi, fasilitator, dan dinamisator. 

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa peran pemerintah desa dalam

pengembangan wisata sudah sesuai dengan indikator yang telah

ditetapkan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam

pengembangan wisata adalah kurangnya modal. 

2

Heny Ayu 

Agustina, Slamet 

Muchsin, Suyeno

(2021) 

Tata Kelola Pengembangan Objek Wisata

Bahari Tlocor dalam Menarik Wisatawan

Domestik (Studi Kasus Wisata Bahari 

Tlocor Dusun Tlocor Desa Kedungpandan

Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)

Peneliti menggunakan teori Cooper dkk

dalam Sunaryo (2013:159) yang 

menegaskan bahwa dalam pengembangan

destinasi wisata memiliki beberapa

indikator seperti, Objek daya tarik bagi

wisatawan, Aksesibilitas, amenitas, 

sarana prasarana, dan Lembaga.

Tata Kelola pengembangan wisata Bahari tlocor sudah baik, akan

tetapi terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat

pengembangan wisata seperti, keterbatasan dana, dan minimnya

SDM yang tersedia, serta kurang optimalnya promosi. 

3
Ratna Medi 

(2018) 

Peran Pemerintah Daerah dalam

Pengelolaan Potensi Pariwisata Buntu 

Burake di Kabupaten Tana Toraja

teori pengelolaan pariwisata yang di 

kemukan oleh Blakely: koordinator, 

fasilitator, stimulator, motivator.

Pemerintah daerah telah berhasil membangun beberapa

infrastruktur pariwisata, seperti jalan, tempat parkir, dan sarana

penunjang lainnya. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa

masalah yang dihadapi dalam pengelolaan potensi pariwisata Buntu 

Burake. Masalah pertama adalah keterlibatan masyarakat lokal

dalam pengelolaan pariwisata. Masalah kedua yang dihadapi

adalah pengelolaan kebersihan lingkungan di sekitar Buntu Burake.
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METODE PENELITIAN 

5

Jenis PenelitianDeskriptif Kualitatif 
Metode 

Penelitian 
Pengumpulan data Wawancara, Observasi, 

Dokumentasi 

Sumber Data 
Data Primer dan Data 

Sekunder

Teknik analisis data 

Pengumpulan data, Reduksi 

data, Penyajian data, 

Penarikan kesimpulan

Lokasi Peneltian 

Wisata Bahari Tlocor terletak 

di Dusun Tlocor Desa 

Kedungpandan Kecamatan 

Jabon Kabupaten Sidoarjo

Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada 

peran pemerintah desa dalam

pengembangan wisata Bahari 

Tlocor di Desa

Kedungpandan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keterlibatan pemerintah desa dalam pengembangan wisata Bahari tlocor menjadi hal
yang sangat penting. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah desa Kedungpandan yang
menjadi tonggak penggerak pengembanagn wisata tersebut. Wisata Bahari tlocor merupakan
objek wisata yang berada di sepadan Sungai dusun tlocor yang dikelola oleh Masyarakat
sekitar. dalam pengembangan wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan dapat dilihat
menggunakam teori dari Pitana dan Gayatri yang menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) indikator
peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata diantaranya, sebagai motivator,
kedua sebagai fasilitator, yang terakhir sebagai dinamisator.
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MOTIVATOR 

• Dalam pengembangan pariwisata, pemerintah desa memiliki peran penting sebagai
penggerak yang memotivasi masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan Wisata
Bahari Tlocor, yang terletak di dusun Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
Motivator menjadi faktor utama dalam pengembangan wisata karena peran pemerintah
sebagai motivator dapat menjadi roda agar usaha wisata dapat terus berjalan. Salah satu
bentuk motivasi yang diberikan oleh pemerintah Desa Kedungpandan adalah dengan
memberikan pelatihan dan menyediakan tempat untuk Masyarakat berdagang. Selain itu,
pemerintah desa Kedungpandan juga melakukan promosi wisata melalui media sosial.
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• Promosi yang dilakukan pemerintah desa melaklui media sosial
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FASILITATOR 
• Fasilitator ialah seseorang atau pemerintah yang menjadi penanggungjawab dalam menyelesaikan suatu fenomena atau

situasi yang ada di Masyarakat dengan menggunakan strategi khusus untuk mencapai tujuan. Tugas pemerintah sebagai
fasilitator adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan terlaksananya pembangunan dengan memperhatikan
kepentingan berbagai pihak yang terlibat. pemerintah desa memiliki peran sebagai fasilitator dalam menyediakan berbagai
fasilitas yang mendukung pengembangan potensi objek wisata yang terdapat di wilayahnya.

• pemerintah desa sudah memberikan fasilitas terkait sarana prasarana berupa perbaikan jalan menuju objek wisata seperti
melakukan pavingisasi, selain itu pemerintah desa juga mendirikan Gedung Bumdes serta kios PKL.

• Dalam mengembangkan fasilitas dan sarana prasarana di Wisata Bahari Tlocor, ditemukan kendala yang signifikan yaitu
minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah desa. Faktor ini menjadi penghambat dalam pengembangan dan pemeliharaan
fasilitas yang ada, serta pembangunan fasilitas baru yang dibutuhkan oleh pengunjung. Di Wisata Bahari Tlocor juga belum
memiliki spot foto dan arena outbound, selain itu Wisata Bahari Tlocor juga belum memiliki surat kepemilikan objek
wisata.
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• Berikut Sarana Prasarana yang ada di Wisata Bahari Tlocor

Sumber : Diolah oleh pemerintah Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon (2023)

Sarana dan Prasarana Jumlah 

Ruko PKL 15

Musholla 1

Toilet 5

Kantor 1

Area Parkir 1

Area tiket masuk 1

Perahu 7

Tulisan nama objek wisata (didekat 
objek wisata)

1
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• Anggaran APBDes yang di alokasikan untuk pengembangan
Wisata Bahari Tlocor

Sumber: Diolah oleh Pemerintah Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon (2023)

Tahun Anggaran

2021 Rp. 50.000.000

2022 Rp. 50.000.000

2023 Rp. 45.000.000
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DINAMISATOR 

• Sebagai dinamisator, pemerintah desa memiliki tugas untuk memobilisasi partisipasi
masyarakat dalam upaya pembangunan sektor pariwisata dengan niat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Pemerintah desa perlu menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam
tahap pembangunan sektor pariwisata. Adapun peran pemerintah desa Kedungpandan sebagai
dinamisator antara lain:

1. Dalam hal ini, pemerintah desa dapat menyelenggaraan pertemuan dan diskusi setiap 1
bulan sekali guna melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait
pembangunan wisata.

2. Memberikan bimbingan, pelatihan serta pengarahan untuk mengelola potensi sumber daya
yang ada di wilayahnya. dengan melakukan Kerjasama dengan mahasiswa
KKN/Pengabdian Masyarakat
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• Berikut salah satu pelatihan yang diberikan kepada Masyarakat 
yang di selenggarakan oleh perwakilan Universitas 
Muhammadiyah Sidoarjo

Sumber: Indonesian Journal of Cultural and Community Development, (2023)
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KESIMPULAN 
• Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait peran pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa

Kedungpandan Kecamatan Jabon dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Pemerintah Desa Kedungpandan
sebagai motivator pengembangan wisata bahari memiliki peran yang sangat penting dalam memotivasi masyarakat
setempat untuk terlibat aktif dalam pengembangan wisata bahari, serta menjaga keberlanjutan wisata dan kelestarian
lingkungan. peran pemerintah desa sebagai motivator sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan teori
pengembangan pariwisata yang dikemukakan oleh Pitana dan Gayatri (2005). Kedua, peran pemerintah desa sebagai
fasilitator menurut teori pengembangan pariwisata Pitana dan Gayatri (2005) dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan
dengan maksimal. Minimnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah desa Kedungpandan menjadi salah satu faktor
penghambat untuk pengembangan wisata Bahari Tlocor, karena pemerintah desa tidak dapat memenuhi fasilitas yang
dibutuhkan untuk aktivitas pengunjung contohnya, arena outbound, spot foto, dll . Selain itu, pemerintah desa juga belum
memiliki hak milik secara resmi terkait objek wisata tersebut. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik
kepemilikan objek wisata di masa depan. Ketiga, peran pemerintah desa sebagai dinamisator, pemerintah desa bertugas
untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wisata dengan tujuan peningkatan perekonomian.
Menurut Pitana dan Gayatri (2005) dalam indikator ini Pemerintah memainkan peran penting dalam mengarahkan,
melatih, mempromosikan masyarakat setempat dalam pengembangan kemampuan untuk membuat kerajinan dari sumber
daya alam yang ada di wilayah mereka. Maka dapat dikatakan belum berhasil karena pemerintah desa belum dapat
mengotimalkan secara penuh potensi yang dimiliki di Desa Kedungpandan. Selain itu, pemerintah desa Kedungpandan
memberikan peluang, modal, serta tempat pemasaran hasil kerajinan tangan dari masyarakat setempat.
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